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KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa atas segala
limpahan rahmat dan karuniaNya, sehingga kami dapat menyelesaikan Rancangan Akhir
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Kami berharap bahwa Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026
yang telah kami susun ini sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ,
Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Kemudian kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas kerjasama nya
dalam penyusunan Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026 ini.

Selanjutnya kritik dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan. Semoga Allah
SWT Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan bimbingan dan kekuatan kepada kita
dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan layanan masyarakat khususnya masyarakat

Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Kuala Tungkal, 2021
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BAB1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi,
tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan sesuai tugas dan fungsi, berpedoman
kepada RPJMD 2021-2026 dan bersifat indikatif, dirumuskan dalam rangka mewujudkan
pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD 2021-2026, disusun secara
terintegrasi dan menyeluruh dengan mengedepankan partisipasi masyarakat dan aspirasi
stakeholder pembangunan lainnya.

Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan
resmi yang harus tersedia yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pelayanan OPD dalam
penyelenggaraan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari
RPJMD 2021-2026 dan mampu menjawab tiga pertanyaan mendasar yaitu kemana
pelayanan OPD akan diarahkan pengembangannya dan apa yang hendak dicapai dalam
kurun waktu 5 tahun mendatang, bagaimana mencapainya dan langkah-langkah strategis
apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai.

Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 mengimplementasikan visi dan misi
daerah yang tertuang dalam RPJMD 2021-2026 Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun
2021-2026 yang tentunya harus berkualitas agar terwujud penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan yang berkualitas pula, sehingga dapat diselaraskan
dengan Rencana Strategis Kementerian/lembaga dan dengan Program yang tertuang
dalam RPJMD Provinsi Jambi serta Renstra Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi.

Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

~ Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 dirumuskan secara strategis,
sistematis, dan terpadu terhadap tujuan, strategi, kebijakan, program, dan Kkegiatan
prioritas daerah serta tolak ukur pencapaiannya, merupakan pedoman resmi dalam

penyusunan Renja OPD yang akan dibahas dalam forum Musrenbang Kabupaten Tanjung

Jabung Barat secara berjenjang dalam rangka RKPD.




1.2 Landasan Hukum

Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 disusun berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonomi Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sarolangun Bangko dan
Daerah Tingkat Il Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965
Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat 1l Sarolangun Bangko, Bungo, Tebo, Batanghari, Tanjung Jabung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 2755);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi dan Kabupaten
Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3969);

4. Undang-UndangRepublik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan,
Pengelolaan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomo 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4410);




8.

10.

11.

12

13.

14.

15.

16.

17.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4700);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan
Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

Undang-UndangRepublik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 );
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa Kkali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4594);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara

3




18.

19.

20.

21.

22,

23.

24.

25.

26.

27.

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4663);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerntah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan
Pertanggung Jawaban Pemerintah Daerah kepada DPRD dan Informasi Laporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4693);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi,
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan PemerintahRepublik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48,
TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019;

Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri No
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
m Negeri Nomor 49 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas

mor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Peraturan Menteri Dala

Aparatur pemadam Kebakaran;

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 25/PRT/M/2008 tentang Pedoman

Teknis Penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran;




28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi
Aparatur Pemadam Kebakaran di Daerah;

29. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 20/PRT/M/2009 tentang Pedoman
Teknis Manajemen Kebakaran di Perkotaan;

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai pengganti Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan
Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1058);

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

33. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 21 Tahun 2006 tentang
Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran (Lembaran Daerah Kabupaten
Tanjung Jabung Barat Tahun 2006 Nomor ..... )

34. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tata
Cara Penyusunan Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2009 Nomor 3);

35. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

36. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 9 Tahun 2013 tentang
Pengendalian Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013 Nomor 16);

37. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 12 Tahun 2013 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013-2033




38. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjuhg
Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6);

39. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 4 Tahun 2021 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Tahun 2021-2026;

40. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 59 Tahun 2016 tentang Susunan

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;

1.3 Maksud dan Tujuan

131

1.3.2

Maksud

Maksud dari penyusunan Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas
Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun
2021-2026 adalah untuk merumuskan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan,
program dan kegiatan prioritas serta tolak ukur pencapaiannya sesuai dengan
tugas dan fungsi, secara strategis, sistematis, dan terpadu guna mendorong
terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah
ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026,

serta memperhatikan aspirasi seluruh stakeholder pembangunan di Kabupaten

Tanjung Jabung Barat.

Tujuan

Adapun tujuan disusunnya Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas
Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2021-
2026 adalah:

Menjabarkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan serta program yang telah
ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026, ke
dalam arah kebijakan dan program prioritas dan kegiatan pembangunan Dinas
Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat sesuai
kewenangan dan tupoksi secara lebih rinci, terarah, terukur dan dapat
dilaksanakan selama tahun 2021-2026;

Menyiapkan acuan resmi bagi unit kerja untuk menentukan program prioritas dan
kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan dengan sumber dana APBD
Kabupaten Tanjung Jabung Barat, APBD Provinsi Jambi dan APBN serta sumber

dana lainnya;



3. Meningkatkan koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi pembangunan daerah
antar unit kerja, antar OPD Pemerintah Kabupaten/Kota, serta antara OPD dengan
OPD Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;

Mempermudah pengukuran kinerja dan pengevaluasian kinerja pada unit kerja,
serta media informasi bagi pemangku kepentingan/stakeholders tentang rencana
pembangunan tahunan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten
Tanjung Jabung Barat.

Menyiapkan kerangka dasar bagi penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemadam
Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam upaya

meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026, disusun dengan sistematika sebagai
berikut :

BABI PENDAHULUAN
1.1  Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
13 Maksud dan Tujuan

14 Sistematika Penulisan

BABII GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
21  Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi
2.2 SumberDaya
2 Kinerja Pelayanan
2.4  Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan
BABIII PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN
PENYELAMATAN
31 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
3.2

Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih
3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga (K/L) dan
Provinsi/Kab/Kota

Renstra

34  Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis

3.5  Analisa Isu Strategis Pelayanan
BABIV  TUJUAN DAN SASARAN



BABV  STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BABVI  RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
BAB VIl  KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VIl PENUTUP



BAB 11

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMADAM KEBAKARAN
DAN PENYELAMATAN

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi
2.1.1 Tugas Pokok

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung
Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung
Barat Nomor 59 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja,
mempunyai tugas pokok sebagaimana tersebut pada Pasal 3 yaitu “Membantu
Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah di bidang

ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan

kebakaran”.

2.1.2 Fungsi

2.1.3

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas
Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan menyelenggarakan fungsi sebagaimana
tersebut pada Pasal 4 : |
a. Perumusan kebijakan di bidang sarana dan pemeliharaan serta pemadaman,
penyelamatan dan pembinaan;

b. Pelaksanaan kebijakan di bidang sarana dan pemeliharaan serta pemadaman,
penyelamatan dan pembinaan;

c. Pelaksananaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang sarana dan
pemeliharaan serta pemadaman, penyelamatan dan pembinaa'n; » '

d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang sarana dan pemeliharaan, serta
pemadaman, penyelamatan dan pembinaan; dan

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan

fungsinya.

Struktur Organisasi

Struktur organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten
Tanjung Jabung Barat berdasarkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor
59 Tahun 2016 adalah Type C terdiri dari:

a. Kepala Dinas



b. Sekretariat dari 2 (dua) Sub Bagian yaitu :
1. Sub Bagian Umum dan Keuangan
2. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan Program
c. Bidang Sarana dan Pemeliharaan terdiri dari 3 (tiga) Seksi yaitu :
1. Seksi Sarana dan Prasarana
2. Seksi Pemeliharaan
3. Seksi Pengadaan
d. Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Pembinaan terdiri dari 3 (tiga) Seksi
yaitu:
1. Seksi Kesiapsiagaan dan Pembinaan

2. Seksi Operasional Pemadam dan Penyelamatan

3. Seksi Data dan Informasi

Tugas dan fungsi sekretariat dan bidang-bidang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. SeKkretariat

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi

kepada seluruh unit kerja dilingkungan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat

menyelenggarakan fungsi :

a.

b.

koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran, dan pelaporan;
pembinaan dan penyelenggaraan urusan umum dan keuangan meliputi:
ketatausahaan, kepegawaian, penatausahaan aset dan perlengkapan, kerja sama,

hubungan masyarakat, kearsipan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan tindak

lanjut LHP;

koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;

pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan

fungsinya.

Bidang Sarana dan Pemeliharaan

Bidang Sarana dan Pemeliharaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan,

pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan

evaluasi dibidang sarana dan pemeliharaan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Sarana

dan Pemeliharaan mempunyai fungsi:
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a. penyusunan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi sertapelaporan program dan
rencana kerja dibidang sarana dan pemeliharaan;

b. penyiapan perumusan Kebijakan teknis, fasilitasikoordinasi, pemantauan
danevaluasi sarana dan prasarana meliputi: pengolahan data, operasional,
administrasi, rekomendasi teknis, analisa/survey, pengawasan, evaluasi dan
pelaporan;

c. penyiapan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan
evaluasi pemeliharaan meliputi: pengujian/kir alat pemadam, pemeliharaan,
pengawasan, pemeriksaan, perawatan, evaluasi dan pelaporan;

d. penyiapan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan
evaluasi pengadaan meliputi bimbingan, upaya peningkatan minat dan budaya

baca,evaluasi, analisis dan pengawasan; dan

e. pelaksaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Pemadam, Penyelamatan dan Pembinaan

melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan,

Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Pembinaan mempunyai tugas

dan pemberian bimbingan teknis,

serta pemantauan dan evaluasi dibidang pemadaman, penyelamatan dan pembinaan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24,

Bidang Pemadaman,

Penyelamatan dan Pembinaan mempunyai fungsi:

a.

penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi serta pelaporan program dan rencana kerja

di bidang pemadaman,penyelamatan dan pembinaan;

penyiapan perumusan kebijakan teknis, fasilitasikoordinasi, pemantauan dan

evaluasi pembinaan meliputi: pengolahan data, operasional, administrasi,

rekomendasi teknis, analisa/survey, pengawasarn, evaluasi dan pelaporan;
kan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan

penyiapan perumusan kebija
. pengujian/kir alat pemadam,

evaluasi pemadaman dan penyelamatan meliputi

pemeliharaan, pengawasan, pemeriksaan, perawatan, evaluasi dan pelaporan;

penyiapan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan

evaluasi data dan informasi meliputi pengolahan data, evaluasi d
n oleh atasan terkait dengan tugas dan

an pelaporan; dan

pelaksanaan tugas lain yang diberika

fungsinya.
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Untuk jelasnya Struktur Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Kabupaten Tanjung Jabung Barat berdasarkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 59

Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja dapat dilihat pada bagan di bawah ini :

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
( Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 59 Tahun 2016)

DINAS
SEKRETARIAT
RELOMPOK
JABATAN FUNGSIONAL P TTTTETT SUBBAGIAN
PERENCANAAN,
umur\a g:NN EVALUASI DAN
KEUA PELAPORAN PROGRAM
I ]
BIDANG e
SARANA DAN PEMELIHARAAN PEMADAMAN, PENYELAMATAN DAN

PEMBINAAN
SEKSI

1 SARANA DAN PRASARANA SEKSI

KESIAPSIAGAAN DAN PEMBINAAN

SEKSI

PEMELIHARAAN SEKSI

™ lOPERASIONAL PEMADAMAN DAN PENYELAMATAN
SEKSI
PENGADAAN
SEKSI
DATA DAN INFORMASI
UPTD
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2.2 Sumber Daya

2.2.1

2.2.2

2.2.3

Sumber Daya Aparatur

Sumber daya aparatur pemadam setelah terbentuknya Dinas Pemadam
Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat keadaan awal
Januari Tahun 2021 berjumlah 121 orang, terdiri dari PNS sebanyak 29 orang dan
Satgas/TKK sebanyak 92 orang. Dari golongan kepangkatan, pegawai golongan IV
berjumlah 3 orang, pegawai golongan Il berjumlah 7 orang, pegawai golongan I
berjumlah 19 orang. Adapun tingkat pendidikan PNS terdiri dari, Strata I (51) 6
orang, SLTA 23 orang,

Sumber daya aparatur pemadam yang telah mengikuti diklat teknis sebanyak 7

orang, diklat struktural 6 orang, diklat pemadam 17 orang.

Sarana dan Prasarana

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung
Barat dalam memberikan pelayanan sub urusan kebakaran kepada masyarakat
sesuai kewenangan tugas dan fungsi dalam rangka mencapai cakupan pelayanan
kebakaran memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki yaitu berupa 3 unit
pos damkar/WMK terdiri dari pos damkar/WMK Kota, pos damkar/WMK
Kecamatan Pengabuan, pos damkar/WMK Kecamatan Betara dan pos
damkar/WMK Kecamatan Merlung. Serta 7 unit kendaraan damkar terdiri dari 2
unit tanker (mobil tangki air dan pom paportabel) 5000 liter, 4 unit mobil pemadam

kebakaran (brandwier) 3000 liter dan 1 unit mobil pemadam kebakaran fire jeep.

Unit Usaha
Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup PNS dan Satgas

sebagai anggota khususnya dan masyarakat umumnya, juga menjadi penggerak
ekonomi rakyat serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional, pada tahun
2003 digagaslah unit usaha berupa Pra Koperasi Kantor Penanggulangan
Kebakaran Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Kemudian pada Tahun 2008
didirikanlah Unit Usaha “Koperasi Ksatria Biru”, dengan Akta Pendirian Nomor : 02
Tanggal 7 April 2008, selanjutnya melalui surat permintaan pengesahan Akta
Pendirian Koperasi dari Pendiri Koperasi Ksatria Biru Nomor: 01/KKB/I11/2008

tanggal 24 Maret 2008, maka disahkannya akta pendirian Koperasi untuk
m dengan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan

503/14/BH/DISKOPPERINDAG tentang

memperoleh status badan huku
Usaha Kecil dan Menengah Rl Nomor :
Pengesahan Akta Pendirian Koperasi.
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2.3

Ada 4 kegiatan usaha Koperasi Ksatria Biru yang dapat diselenggarakan yang
berkaitan langsung dengan kegiatan-kegiatan usaha anggota yaitu simpan pinjam,

pengadaan dan perdagangan sembilan bahan kebutuhan pokok (sembako),

perkreditan, pengadaan barang dan jasa. Koperasi Ksatria Biru damkar ini smasih

sangat memerlukan pembinaan, pengembangan jenis usaha, peningkatan modal,

serta kapasitas dan kapabilitas badan usaha dan kepengurusannya sehingga

diharapkan mampu berkembang dan mempunyai daya saing dan multi manfaat
bagi anggota dan masyarakat.

Kinerja Pelayanan

Secara implementatif Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Kabupaten Tanjung Jabung Barat memberikan pelayanan penanggulangan
kebakaran mencakup pelayanan kepada masyarakat pada pra kebakaran, saat
kejadian kebakaran dan pasca kebakaran di kawasan permukiman, bangunan
gedung publik, pabrik/industri, pasar, hutan dan lahan gambut yang merupakan
wilayah yurisdik tanggung jawab pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat,
serta melakukan penyelamatan jiwa dan harta benda masyarakat pada waktu
kejadian kebakaran maupun bencana lainnya. Selanjutnya Dinas Pemadam
Kebakaran dan Penyelamatan juga melakukan penyelamatan non bencana yaitu :
1. Melakukan pencarian dan penyelamatan orang tenggelam
2. Penyelamatan terhadap gangguan hewan berbisa seperti ular, biawak, tawon
3. Pelepasan cincin yang sempit

Adapun tingkat capaian Kinerja pelayanan penanggulangan bencana
kebakaran dan penyelamatan berdasarkan sasaran target Renstra 2021-2026,
menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang
Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub urusan
Kebakaran Daerah Kab/Kota.

Ada beberapa indikator yang harus dicapai dalam kurun waktu 5 tahun
kedepan yaitu:
1. Indikator Utama Capaian SPM

a. Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan evakuasi oleh Dinas Damkar dan

Penyelamatan

b. Layanan Kebakaran yang dilakukan oleh Relawan Kebakaran

c. Capaian SPM
2. Indikator Penunjang Capaian SPM

a. Layanan Penyelamatan dan Evakuasi pada kondisi membahayakan
14



Dari tabel T-C. 23 di atas dapat dijelaskan bahwa berdasarkan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada
Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota, ditetapkan
satu jenis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kebakaran yaitu

Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran.

Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran adalah serangkaian
kegiatan yang dilakukan dengan segera sesuai dengan tingkat waktu tanggap (response
time) pada saat dan setelah kejadian kebakaran bagi warga negara yang menjadi korban
kebakaran dan yang terdampak kebakaran, yang meliputi kegiatan pemadaman,

pengendalian, penyelamatan dan evakuasi.

Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran bertujuan untuk
memberikan petunjuk teknis tentang kegiatan pemenuhan layanan penyelamatan dan
evakuasi korban kebakaran, dalam hal ini cara mengoperasionalkan dan mengukur capaian
mutu pelayanan dasar pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran yang

dilakukan oleh kabupaten/kota.

Dalam memberikan pelayanan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat berdasarkan
target nasional standar pelayanan minimal yang ditetapkan ada 2 indikator kinerja
pelayanan yang diukur. Dari ke 2 indikator kinerja yang diukur tersebut masih terdapat
kesenjangan/gap kinerja pelayanan, hal ini dapat dilihat dari realisasi capaian rata-rata
kinerja pelayanan masing-masing indikator selama kurun waktu 5 tahun 2021-2026

sebagai berikut :

1. Indikator Utama Capaian SPM meliputi:

a. Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Pemadam Kebakaran
dan Penyelamatan hanya mencapai 55 % dari target 80% adapun faktor-faktor yang
mempengaruhi belum tercapainya target kinerja cakupan pelayanan bencana
kebakaran antara lain belum terbentuknya secara maksimal willayah manajemen
kebakaran (WMK/Pos pelayanan kebakaran) pada sumber daya lingkungan
dan/atau kawasan berpotensi kebakaran yang perlu mendapatkan proteksi atau
perlindungan dari bahaya kebakaran. Akurasi pemetaan potensi ancaman bahaya
kebakaran di seluruh jenis/tipelogi kebakaran (mitigasi). Rencana pembangunan

akses perlindungan kebakaran dan pemberdayaan masyarakat serta dunia usaha

belum optimal.
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b. Layanan Kebakaran yang dilakukan oleh Relawan Kebakaran hanya mencapai 16 %
dari target 25% , adapun relawan kebakaran sudah terbentuk di masing-masing
kecamatan namun, dikarenakan belum adanya pembinaan dari Dinas Damkar
terhadap para relawan sehingga belum dapat terealisasi.

Capaian SPM adalah total dari Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi

oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dan Layanan Kebakaran yang
dilakukan oleh Relawan Kebakaran.

2. Indikator Penunjang Layanan Capaian SPM yakni :

a. Layanan Penyelamatan dan Evakuasi pada kondisi membahayakan hanya mencapai
74% dari target 80% dikarenakan sistem jejaring komunikasi dan pelayanan
informasi Penyelamatan dan Evakuasi dari masyarakat ke petugas belum optimal,
akses pelayanan pemadam kebakaran pada saat tanggap darurat masih belum

efektif serta Sarana dan Prasarana masih belum memadai.
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Untuk Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Penanggulangan Kebakaran

dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dilihat pada lampiran tabel T-C.

24.
Dari pada lampiran tabel T-C. 24 dapat dijelaskan bahwa rasio antara realisasi dan

anggaran dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 terjadi nya peningkatan alokasi
anggaran dari tahun 2016 hingga 2019, namun pada 2020 mengalami penurunan alokasi

anggaran dikarenakan adanya wabah Covid 19 yang berdampak pada PAD Kabupaten

Tanjung Jabung Barat.
Rasio antara realisasi dan anggaran dari tahun 2016-2020, paling rendah capaiannya

vaitu pada tahun 2020 dan 2018 sebesar 94% dan rata-rata di tahun yang lain tercapai
sesuai dengan target , sehingga ada beberapa kegiatan program yang tidak dilaksanakan

tetapi secara signifikan tidak mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan

penanggulangan kebakaran dan penyelamatan.
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2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelematan Kabupaten Tanjung Jabung Barat
dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, dengan mengoptimalkan pemanfaatan
segala potensi dan sumber daya yang dimiliki diharapkan mampu menjawab berbagai
tantangan dan peluang dalam pengembangan pelayanan pemadam kebakaran dan
penyelamatan.

Berdasarkan kewenangan sub urusan kebakaran dan standar pelayanan minimal
yang wajib diselenggarakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, maka ada beberapa
pelayanan penanggulangan bencana kebakaran dan penyelamatan yang juga
merupakan tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan pemadam
kebakaran dan penyelamatan pada lima tahun mendatang antara lain pelayanan
pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan bahan
berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kabupaten, inspeksi peralatan
proteksi kebakaran, investigasi kejadian kebakaran, serta pemberdayaan masyarakat
dalam pencegahan kebakaran.

| Adapun perkiraan besaran kebutuhan pelayanan mencakup akses jangkauan dan
kualitas pelayanan pencegahan dan penanggulangan bencana kebakaran di seluruh
wilayah manajemen kebakaran yang berada di wilayah kecamatan dalam kabupaten
Tanjung Jabung Barat.

Selanjutnya pengembangan pelayanan pencegahan dan penanggulangan
bencana kebakaran yang dibutuhkan diarahkan berdasarkan potensi wilayah dan
penggunaan lahan terdiri dari daerah terbangun dengan total luas 258.830 Ha atau
51,62% dan lahan kawasan hutan dengan totalluas 245.663 Ha atau 49,04% dari luas
total Kabupaten Tanjung Jabung Barat serta sumber daya lingkungan dan/atau
kawasan strategis lainnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Kawasan Strategis Nasional adalah
wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat
penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan
negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang
ditetapkan sebagai warisan dunia. Kawasan strategis nasional yang berada di
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi ditetapkan dengan pertimbangan

dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
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Tantangan

Tantangan yang dihadapi terhadap pengembangan pelayanan Dinas Pemadam

Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat yaitu

1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap resiko bencana kebakaran
dan pemahaman terhadap kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana
kebakaran.

2. Keterbatasan jaringan informasi dan komunikasi yang efektif dalam
penyebaran informasi bencana kebakaran kepada masyarakat.

3. Masih kurangnya Personil Pemadam Kebakaran yang handal dan yang
memiliki sertifikasi yang sesuai dengan standar kualifikasi.

4. Ketidaktersediaan Hydran pada daerah Rawan Kebakaran

5. Alokasi dan beban Anggaran untuk sarana prasarana tidak sebanding dengan
efek kinerja yang ditimbulkan.

6. Masih kurangnya sarana dan prasarana

7. Belum terintegrasinya pengurangan resiko bencana kebakaran dalam

perencanaan pembangunan secara efektif dan komprehensif

Peluang

Ada  beberapa  peluang  yang  perlu dimanfaatkan  dalam  rangha
pengembangan Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Kabupaten Tanjung Jabung Barat:
1. Semakin berkembangnya teknologi peralatan dan perlengkapan pemadam

Kebakaran;

o

Adanya dukungan peraturan  perundang-undangan yang mendukung

kewenangan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten

Tanjung Jabung Barat dalam rangka pelaksanaan tugas Pokok dan

fungsinya;

3. AdanyaPotensirelawan di daerah rawan bencana, yaknitelah terbentuk nva
relawan Kebakaran di masing-masing desa pada Kabupaten Tanjung Jabung
Barat

4. Terbentuknya beberapa POS Pemadam Kebakaran sehingga mendukung

Pencegahan Kebakaran.
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Kawasan strategis Kabupaten Tanjung Jabung Barat dari sudut ekonomi, kepentingan
sosial dan budaya dan/atau lingkungan adalah:
1. Kawasan Strategis EKonomi adalah Kawasan Perkotaan Kuala Tungkal di Kecamatan
Tungkal llir, Kawasan Sepanjang Jalan Lintas Timur Kabupaten, Kawasan Perkotaan
Tebing Tinggi, Kawasan Minapolitan Sungai Dualap di Kecamatan Kuala Betara dan

Kawasan Pelabuhan di Kecamatan Tungkal llir.

[

. Kawasan Strategis Kepentingan Sumber Daya Alam adalah kawasan Pertambangan
Minyak, Batu Bara dan Gas Bumi yang tersebar di Kecamatan Betara, Kecamatan Muara
Papalik, Kecamatan Renah Mendaluh, Kecamatan Tebing Tinggi, Kecamatan Batang
Asam, Kecamatan Merlung dan Kecamatan Tungkal Ulu.

3. Kawasan Strategis kepentingan fungsi dan daya dukung lingkugan hidup terbagi 2 (dua)
yaitu:
a. Cagar alam hutan bakau pantai timur yang terletak di Kecamatan Tungkal llir,
Kecamatan Seberang Kota dan Kecamatan Kuala Betara.
b. Kawasan lindung gambut yang juga merupakan kawasan strategis nasional terletak
di Kecamatan Betara, Bram Itam dan Pengabu
Kawasan Strategis Nasional yang termasuk dalam kawasan wilayah Kabupaten Tanjung
Jabung Barat adalah Kawasan Taman Nasional Bukit Tiga puluh (Provinsi Jambi dan Riau)

yang berada di Kecamatan Renah Mendaluh dan Kecamatan Batang Asam.
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BARB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat
merupakan unsur pelaksana pemerintahan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa daerah diberikan kewenangan
untuk mengurus urusan pemerintahan konkuren yaitu urusan pemerintahan yang dibagi
antara pemerintahan pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Urusan
pemerintahan konkuren inilah yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas urusan
pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.

Kewenangan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Pemerintahan
Daerah adalah menangani urusan wajib yang terkait langsung dengan pelayanan dasar

bidang Kketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat sub urusan

kebakaran yaitu menangani urusan pencegahan, pengendalian, pemadaman,

penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah
kabupaten, inspeksi peralatan proteksi kebakaran, investigasi kejadian kebakaran,
pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran.

Dalam rangka penyelenggaraan pelayanan sub urusan kebakaran secara berkualitas
sesuai dengan standar pelayanan minimal (SPM) bidang pemerintahan daerah dan
berdasarkan kewenangan tersebut di atas, ada beberapa hal penting yang dapat dijadikan
sebagai acuan bagi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung
Jabung Barat dalam menentukan arah kebijakan yang berhubungan dengan pelayanan sub

urusan kebakaran Kabupaten Tanjung Jabung Barat :
Meningkatnya kualitas layanan damkar sesuai standar pelayanan minimal (SPM);

s

2. Menurunnya intensitas kejadiaan kebakaran di Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

3. Meningkatnya pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan
bahan berbahaya dan beracun (B3) kebakaran yang efektif;

4. Meningkatnya kompetensi, kapasitas dan disiplin SDM serta sarana dan prasarana
damkar;

5. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran;

6. Meningkatnya inspeksi peralatan proteksi kebakaran dan investigasi kejadian

kebakaran;

7. Meningkatnya penerimaan retribusi pemeriksaan APAR dan lainnya.
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Dalam melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan, Dinas Pemadam Kebakaran
dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat menghadapi berbagai
permasalahan beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Adapun permasalahannya
dapat diidentifikasi sebagai berikut ;

1. Pos Layanan Pemadam Kebakaran ada 4, yaitu di Kecamatan Tungkal Illir,
Kecamatan Pengabuan, Kecamatan Betara dan Kecamatan Tungkal Ulu (Merlung).
Dan masih terdapat 9 Kecamatan lain yang belum terdapat pos layanan pemadam
kebakaran.

2. Wewenang pembangunan Pos / Pekerjaan fisik ada di Dinas PUPR

3. Lambatnya Informasi atau pengaduan dari masyarakat kepada pos layanan
pemadam kebakaran

4. Terhambatnya akses menuju lokasi kebakaran

5. Sumber air yang belum cukup untuk pemadaman kebakaran tidak tersedia disekitar
lokasi

6. Adanya perubahan iklim global yang berdampak terhadap intensitas kebakaran di
semua wilayah manajemen kebakaran

7. Masih terjadinya kebakaran pada pemukiman penduduk dalam 1 Tahun terakhir

8. Masih terjadinya insiden penyelamatan dengan rata-rata 7 insiden perbulan

9. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam upaya pencegahan dan

penanggulangan bahaya kebakaran

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten

Tanjung Jabung Barat

Telaahan terhadap visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih menjadi

salah satu acuan dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan

Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026. Penelaahan ini

berguna untuk mensinergiskan antara visi dan misi Kabupaten Tanjung Jabung Barat

dengan tugas dan fungsi dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten

Tanjung Jabung Barat.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-

2025 maka Kabupaten Tanjung Jabung Barat selama kurun waktu 2021-2025

menetapkan Visi Pembangunan yaitu: "MENUJU TANJUNG JABUNG BARAT BERKAH

(Berkualitas Ekonomi Maju, Religius, Kompetitif, Aman dan Harmonis )".
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3.3

34

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut di atas, maka ditetapkan 5 (lima) Misi

Pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2016-2021 sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang beriman , berilmu, dan berakhlak

2. Cipta kondisi social yang tentram , tertib dan harmonis.

3. Menyelenggarakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik.

4. Peningkatan aktivitas perekonomian dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan.

5. Pemerataan Pembangunan Daerah Dari Desa Sampai ke Kota

Dari keempat misi tersebut di atas, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Kabupaten Tanjung Jabung Barat sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai perencana

pembangunan mendukung :

» Misi2 yaitu Cipta kondisi social yang tentram , tertib dan harmonis yang tertuang di
dalam Program Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap peraturan perundang-
undangan dan norma yang berlaku.

> Misi 3 yaitu Menyelenggarakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik yang tertuang di

dalam Program Meningkatnya kualitas pelayanan publik.

Selanjutnya untuk mendukung terwujudnya misi tersebut, maka dilakukan kajian

dan analisa guna menetapkan program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun ke depan.

Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga (K/L) dan Renstra Provinsi/Kab/Kota

Sub urusan kebakaran menjadi strategis dan prioritas dalam perencanaan dan
anggaran pemerintah daerah sebagai perwujudan menjamin kehadiran pemerintah
daerah di dalam memberikan pelayanan kebakaran dan penyelamatan kepada
masyarakat. Hal ini merupakan perwujudan Renstra K/L Kementerian Dalam Negeri
Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan yang sejalan dengan NAWACITA ATAU 9 AGENDA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 2019-2024 pada point ketujuh menyatakan
“Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh

warga”.
Berkaitan denga yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Jambi dan Renstra Pemadam

Kebakaran Provinsi Jambi.

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Strategi penataan ruang Kabupaten Tanjung Jabung Barat diarahkan pada upaya

untuk mengakomodir berbagai aktivitas pembangunan. Untuk itu strategi penataan ruang

wilayah meliputi strategi pengembangan struktur ruang, pola ruang, dan kawasan

strategis. Strategis pengembangan struktur ruang Kabupaten Tanjung Jabung Barat
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meliputi; Pengembangan sistem pusat-pusat kegiatan; Pengembangan sistem pusat
pemukiman; Pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah;

Untuk pola ruang diarahkan pada strategi pengembangan kawasan lindungan dan
strategi pengembangan kawasan budi daya dan untuk kawasan strategi diarahkan pada
upaya percepatan pembangunan ekonomi yang meliputi strategi pengembangan kawasan
ekonomi cepat tumbuh, strategi pengembangan kawasan-kawasan yang mempunyai
potensi sumber daya alam dan energi, strategi pengembangan kawasan yang memiliki

fungsi daya dukung lingkungan hidup dan strategi pengembangan kawasan yang

mempunyai potensi sosial budaya.

Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dirumuskan untuk
mengatasi permasalahan tata ruang dan sekaligus memanfaatkan potensi yang dimiliki,
serta mendukung terwujudnya tujuan dan sasaran pembangunan kota dalam jangka
panjang. Pengendalian pemanfaatan ruang merupakan kunci utama dalam terwujudnya

pembangunan sesuain RTRW. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota

berfungsi :

a. Sebagai alat pengendali pengembangan kota;

b. Menjaga kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang;

c. Menjamin agar pembangunan baru tidak mengganggu pemanfaatan ruang yang telah
sesuai dengan rencana tata ruang;

d. Meminimalkan penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang;

e. Mencegah dampak pembangunan yang merugikan dan melindungi kepentingan umum.

Faktor-faktor penghambat pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Kabupaten Tanjung Jabung Barat ditinjau dari sasaran jangka menengah RPJMD

Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah :
1. Kurangnya Kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan

2. Terbatasnya sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan pekerjaan seperti

tidak adanya ketersediaan Hydran pada titik-titik wilayah yang memiliki potensi

kebakaran.

Faktor-faktor pendorong pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Kabupaten Tanjung Jabung Barat ditinjau dari sasaran jangka menengah RPJMD

Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah :
1. Adanya sosialiasi terhadap masyarakat dalam menjaga lingkungan dan penanganan

penanggulangan bencana kebakaran
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3.5

2. Tersedia : .
Nyaanggaran yang cukup untuk mendukung pelaksanaan pekerjaan

Penentuan Isu-isu Strategis berkaitan dengan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Isu penting berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya

yang berkaitan dengan tugas dan fungsi pelayananDinas Pemadam Kebakaran dan
Penyelamatan Kabupaten Tanjung  Jabung Barat adalah bagaimana mewujudkan
pelayanan penanggulangan bencana kebakaran yang berkualitas sesuai dengan standar
pelayanan minimal bidang pemerintahan daerah, sehingga akan terwujud ketenteraman,
perlindungan, dan rasa nyaman bagi masyarakat.

Analisis lingkungan strategis adalah suatu analisis yang dilaksanakan secara
objektif dan komprehensif terhadap isu aktual dan faktor-faktor yang berpengaruh, baik
vang berpengaruh secara langsung maupun secara tidak langsung terhadap kinerja
instansi. Analisis lingkungan strategis diperlukan dalam penyusunan rencana strategis,
agarrencana strategis yang disusun benar-benar berdasarkan data dan fakta yang ada,
sehingga rencana strategis yang dibuat dapat menjadi pedoman bagi Dinas Pemadam
Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan menjadi komitmen
bersama untuk mengatasi isu aktual yang berkembang.

Secara lebih rinci, isu-isu strategis berkaitan dengan pelayanan penanggulangan
bencana kebakaran di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat disebutkan antara lain:

1. Masih terbatasnya sarana/peralatan/fasilitas penunjang/infrastruktur kota dalam

penyelenggaraan  pencegahan, penanggulangan bahaya kebakaran dan

penyelamatan, sehingga masih sulit untuk mencapai response time standar

pelayanan minimal.

Belum memadainya Perencanaan tata kota yang mencakup adanya sarana dan

prasarana (hydrant kotandan tendon air) yang mendukung upaya pencegahan dan

penanggulangan bahaya kebakaran.

Belum memadainya regulasi yang mengatur tentang pencegahan dan

penanggulangan baha.ya kebakaran di daerahKabupaten Tanjung Jabung Barat, baik

dalam bentuk Perda/Perkada, Rencana Aksi Daerah ataupun Rencana Induk Sistem

Proteksi Kebakaran (RAD/RISPK), Prosedur Tetap (PROTAP/SOP) yang mengacu

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

kepada
pasitas dan kapabilitas kualifikasi sumber daya aparatur

Belum memadainya ka

dalam penyelenggaraan kewenangan sub urusan kebakaran secara berkualitas;

Masih rendahnya capaian penyelenggaraan standar pelayanan minimal (SPM);;

Belum terpenuhinya rasio petugas damkar per 5.000 penduduk;

Masih terbatasnya cakupan pelayanan damkar;
25



8, Belum opl.lnmlny:l Sinerg)

I lintag P

pennn;;;;ul:nu;;m bahaya kebhak

) serta
s antar OF
sltas program gan kegiatan prioritas a

koordinag ektoral d

J’ahanl
n penceg
an - vertikal dalam penyelenggaraan p

aran dan penyelamatan,

26




BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

Berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai posisi strategis dalam penyelenggaraan
urusan wajib terkait langsung dengan pelayanan dasar bidang ketenteraman, ketertiban
umum dan perlindungan masyarakat sub urusan pemadam kebakaran. Maka visi Dinas
Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan
instrumen manajemen yang harus mempercepat serta menjamin terwujudnya Visi Bupati
yang juga menjadi visi daerah sebagaimana dirumuskan dalam Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, Kabupaten Tanjung Jabung Barat memiliki Visi untuk 2021-
2026 "MENUJU TANJUNG JABUNG BARAT BERKAH (Berkualitas, Ekonomi Maju, Religius,
Aman dan Harmonis)”.

Berdasarkan Visi di atas, maka Visi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah “TERWUJUDNYA  PELAYANAN
PENANGGULANGAN BENCANA KEBAKARAN YANG BERKUALITAS (PREVENTIF,
RESPONSIF, TANGGAP, CEPAT, DAN TEPAT)".

Visi di atas mengandung makna bahwa Dinas Pemadam Kebakaran dan
Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat memiliki peran dan tanggungjawab
mengoptimalkan secara profesional dan berkualitaspelayanan penanggulangan bencana
kebakaran dan penyelamatan dengan meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan
masyarakat serta stakeholders. Selanjutnya Visi tersebut dapat dideskripsikan sebagai
berikut :

TERWUJUDNYA adalah suatu kondisi ideal yang diharapkan terjadi di akhir periode
dengan kondisi yang lebih baik dalam segala aspek dibandingkan dengan kondisi
sebelumnya serta berkelanjutan.

PELAYANAN PENANGGULANGAN BENCANA KEBAKARAN adalah mencakup

pelayanan kepada masyarakat pada pra kebakaran, saat kejadian kebakaran dan pasca

kebakaran di kawasan permukiman, bangunan gedung publik, pabrik/industri, hutan dan

lahan yang merupakan wilayah yurisdik tanggungjawab pemerintah daerah otonom.
BENCANA KEBAKARAN adalah setiap peristiwa bencana yang disebabkan karena

n dapat menimbulkan kerugiaan materiil maupun korban jiwa, gangguan

kebakaran da

kesehatan dan lingkungan.
BERKUALITAS berarti akses dan mutu pelayanan penanggulangan kebakaran dan

penyelamatan diselenggara cepat, dan tepat.

Preventif berarti melakuka

kan secara preventif, responsif, tanggap,

n mitigasi dan pencegahan;
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Responsif berarti dapat mengantisipasi berbagai potensi, masalah, dan perubahan yang
terjadi.

Tangga i i

ggap  berarti pelayanan didasarkan pada gejala dan potensi kebakaran dimulai dari
pra kebakaran, saat terjadi kebakaran, dan pasca kebakaran;

Cepat berarti pelayanan pada saat terjadi kebakaran dilaksanakan secara reaktif,
efektif, dan efisien dengan memperhatikan response time rate serta
mengupayakan penyelamatan guna meminimalisir kerugian dan dampak
bencana kebakaran;

Tepat berarti pelayanan berdasarkan SOP dan harus tepat sasaran.

Dalam memberikan pelayanan kebakaran kepada masyarakat merealisasikan tugas
pokok dan fungsi pemadam kebakaran yang dikenal dengan PANCA DHARMA yaitu: (1)
Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran; (2) Pemadaman Kebakaran; (3) Penyelamatan;
(4) Pemberdayaan Masyarakat; (5) Penanganan Kebakaran Bahan Berbahaya dan
Beracun.

Petugas pemadam Kebakaran dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat
wajib siaga 24 jam, tidak mengenal hari libur, dan siap memadamkan kebakaran dengan

motto “PANTANG PULANG SEBELUM API PADAM WALAUPUN NYAWA TARUHANNYA”.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk
mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Rumusan misi yang baik membantu lebih jelas
penggambaran visi yang ingin dicapai, serta menguraikan upaya-upaya apa yang harus
dilakukan. Rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan
sasaran yang ingin dicapai, dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai
visi tersebut. Untuk itu Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung

Jabung Barat dapat merumuskan Misi yang merupakan penjabaran dari visi di atas sebagai

berikut :

1. Meningkatkan kualitas layanan dasar sesuai SPM;

2. Meningkatkan pelayanan penanggulangan bencana kebakaran dan penyelamatan;
3. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran;

4. Meningkatkan inspeksi dan investigasi serta sistem proteksi kebakaran.

yataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk

Tujuan adalah pernyataan-pern
memecahkan permasalahan, dan menangani isu

mencapai Visi, melaksanakan misi,
strategis daerah yang dihadapi. Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi di atas,
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat
menetapkan tujuan yang akan dicapai sebagai berikut :

1. Meningkatnya pencegahan dan penanganan kebakaran
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Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara
terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5

(lima) tahun ke depan 2021-2026. Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan yang ditetapkan
di atas adalah :

1. Meningkatnya penanganan kebakaran

2. Meningkatnya pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran serta penyelamatan
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Tabel T-C.25

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Damkar

Target Kinerja Sasaran Pada Tahun ke-

'No Tujuan Sasaran Indikator Sasaran
| 1 2 3 4 5
s -2 -3 -4 .S -6 -7 -8 -9
—1 |Meningkatnya *|Meningkatnya Tingkat Waktu Tanggap
; kualitas pelayanan  |penanganan kebakaran  |(Respons Time Rate)
| encegahan dan daerah layanan X
i ﬁennngnnan Wilayah Manajemen 15 Menit| 15 Menit] 15 Menit] 15 Menit] 15 Menit
 |kebakaran Kebakaran (WMK)
}
Meningkatnya Persentase gedung
pencegahan dan yang sudah dilengkapl
engendalian bahaya alat pemadam 7 .
Euhgkamn ’ kchnpknran B 30% 30% 35% 0% 20
]
d
Persentase Desa /
Kelurahan siaga . P
bencana kebakaran 20% 29% 39% 49% S8%




BABV
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang
bagaimana OPD mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang
komprehensif strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi,
reformasi, Sinovasi, dan perbaikan kinerja pelayanan. Perencanaan strategik tidak saja
mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan
menciptakan layanan masyarakat yang dapat dilakukan dengan baik, termasuk didalamnya upaya
memperbaiki kinerja dan kapasitas layanan, sistem manajemen dan pemanfaatan teknologi.

Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan
dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Rumusan
strategi juga harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana menciptakan nilai tambah (value
added) bagi stokeholder layanan.

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk
melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Dalam rangka proses menuju terwujudnya visi dan misi pemadam kebakaran dan
penyelamatan sebagaimana telah dikemukakan, maka diperlukan adanya strategi yang tepat dan
kebijakan yang terarah, dengan memperhatikan kondisi dan potensi yang ada di daerah Kabupaten
Tanjung Jabung Barat. Penyusunan strategi dan Kebijakan dilakukan dengan pencermatan
lingkungan strategis. Pencermatan lingkungan strategis diperlukan guna menjadi pedoman dalam
merumuskan strategi dan kebijakan pada tahapan pencapaian tujuan. Analisis pencermatan
lingkungan strategis berupa lingkungan internal dan ekternal organisasi merupakan hal yang
sangat penting dalam rangka menentukan faktor-faktor kunci sebagai penentu keberhasilan.
Lingkungan internal organisasi merupakan faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap kinerja
layanan organisasi yang pada umumnya dapat dikendalikan secara langsung, sedangkan
lingkungan eksternal merupakan faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap kinerja layanan
organisasi dan cenderung di luar kendali.

Rencana Strategis dirumuskan dengan menggunakan model analisis SWOT (strength,
weaknesses, opportunities, dan threats) yaitu dengan melihat kekuatan (strength) dan kelemahan
(weaknesses) dari lingkungan internal, dan peluang (opportunities) dan ancaman/tantangan

(threats) dari lingkungan eksternal. Berikut faktor-faktor lingkungan internal dan lingkungan
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cksternal yang diperkirakan dap

kebakaran dan penyelamat

At mempengaruhy kinerja pelayanan penanggulangan bencana
an di Kabup

aten Tanjung Jabung Barat.
1. Kondisi Internal

A. Kekuatan (strength)

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Kuatnya komitmen Bupati dan Waki| Bupati Terpilih untuk mewujudkan Visi Kabupaten
Tanjung Jabung Barat,

Kuatnya komitmen untuk mewujudk
Dinas Daer

dal

an Visi Damkar dan Kelembagaan Damkar sebagai
ah Kabupaten Tanjung Jabung B

arat mempunyai tugas membantu Bupati
am melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas
pembantuan  yang diberikan kepada Kabupaten, menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
sub urusan kebakaran;

Adanya kebijakan pembangunan daerah yang terencana yang tertuang dalam RPJMD
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026;

Adanya komitmen pendanaan yang memadai dan fleksibel bagi upaya pembiayaan
penyelenggaraan pelayanan penanggulangan bencana kebakaran dan penyelamatan dari
dana APBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan upaya pembiayaan penyelenggaraan
standar pelayanan minimal dari dana dana APBN (UPPN, DAK, DAU, Dekon, TP) serta
sumber dana lainnya;

Sumber daya yang tersedia serta adanya partisipasi masyarakat dan dunia usaha untuk

ikut serta secara aktif dalam pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran;
Adanya standar pelayanan minimal

dalam pelayanan penanggulangan bencana
kebakaran.

Mudahnya akses koordinasi, komunikasi dan informasi dengan memanfaatkan teknologi.

B. Kelemahan (weaknesses)

1)

2)

3)

4)

Masih terbatasnya sarana/peralatan/fasilitas penunjang/infrastruktur kota dalam
penyelenggaraan pencegahan dan

penanggulangan bencana kebakaran
penyelamatan;

dan

Belum memadainya kompetensi kualifikasi, kapasitas pencegahan dan penanggulangan
bencana kebakaran berkualitas sesuai standar pelayanan minimal;

Belum terpenuhinya rasio petugas damkar per 5.000 penduduk serta terbatasnya

cakupan pelayanan penanggulangan bencana kebakaran;

Belum memadainya regulasi yang mengatur tentang pencegahan dan penanggulangan

bahaya kebakaran di daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, baik dalam bentuk
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5)

6)

7)

8)

Perda/Perkada, Rencana Aksl
Kebakaran (RAD/RISPK), Prosedur

‘?e”’h ataupun Rencana Induk Sistem Proyeksi
Belum optimalnya pelaksanaan pe:::ap (PROTAP/SOP) serta upaya implementasinya;
hubungan kerja pencegahan dan pe e
SOTK yang ada belum — penanggulangan bahaya kebakaran dan penyelamatan;
kebakaran, sehingga berpen 1rmhy‘1 mengakomodir kewenangan kabupaten sub urusan
Belum optimalnya sinel-gi:mu terhadap produktivitas kinerja pelayanan.
koordinasi lintas sektoral ¢ ) ng-ram dan kegiatan prioritas antar OPD serta
an vertikal dalam penyelenggaraan pencegahan serta
penanggulangan bahaya kebakaran dan penyelamatan.
S::::l:::;:;:s::’:}:;g:nda“aan yang memadai dan fleksibel bagi upaya pembiayaan.
penanggulangan bencana kebakaran dan penyelamatan dari

dana APBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

2. Kondisi Eksternal

A. Peluang (opportunities)

1)
2)
3)

4)

5)

6)

7)

B. Ancaman/Tantangan (threats)

1)
2)

Adanya komitmen masyarakat dan stakeholder lainnya dalam penyelenggaraan

pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran;
Potensi sumber daya, kondisi dan posisi daerah yang strategis;

Stabilitas keamanan yang kondusif;
Tuntutan dan animo masyarakat yang tinggi terhadap pelayanan pemadam kebakaran

dan penyelamatan yang berkualitas;
uk menunjang program dan kegiatan pencegahan

Pesatnya perkembangan teknologi unt
pat dimanfaatkan dalam pengurangan

dan kesiapsiagaan bahaya kebakaran yang da
resiko kebakaran;

Adanya sinkronisasi dan koordinasi program dan kegiatan dalam pen
gulangan bahaya kebakaran dan penyelamatan antar OPD maupun

yelenggaraan

pencegahan, penang

antar wilayah;
Adanya peran serta masyarakat, komunitas peduli kebakaran, relawan

(satlakar/balakar), serta dunia usaha dalamupaya pencegahan dan penanggulangan

bahaya kebakaran.

rubahan iklim global, gagal teknologi, dan sistem proteksi yang kurang;

Adanya pe
yanan pemadam kebakaran;

Luasnya cakupan pela
32



3)
4)
5)
6)

7)

rangka mewujudkan upay

'l
’

Stabilitas daya dan instalas;i listrik: ;
Semakinnya tinggi : '
ginya tingkat ket
d
publik; Idakpuasan masyarakat terhadap kualitas layanan

Lemahnya upaya penegakan hukum

Dinas Pemadam Kebak
a
ran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam

a pen
Penyelenggaraan pelayanan penanggulangan bencana kebakaran

berkualitas, sangat dipe
8 perlukan suatu rencana strategis serta kebijakan yang mendukung

pencapaian tujuan dan
sasaran pembangunan daerah. Maka strategi dan kebijakan yang akan

dilak i
ilaksanakan dalam 5 (lima) tahun ke depan 2021-2026 adalah sebagai berikut :

Strategi yang akan dilaksanakan :

1.

1SRN T R

10.

11.

12.
18,

Meningkatkan j i
gkatkan jangkauan dan kualitas layanan damkar terhadap sumber daya berpotensi
dan rawan kebakaran;

Meningkatkan efektivitas pelayanan pada saat tanggap darurat;

Meningkatkan mutu dan profesionalitas SDM damkar sesuai standar kualifikasi;
Meningkatkan akses dan mutu sarana layanan damkar pada WMK/Pos layanan damkar;
Meningkatkan pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan
bahan berbahaya dan beracun (B3) kebakaran;

Meningkatkan disiplin, rasio, serta kualitas aparatur dan satuan petugas damkar;

. Meningkatkan Kuantitas, kualitas dan mutu sarana, prasarana, peralatan pencegahan dan

penanggulangan kebakaran serta pemeliharaan;
Meningkatkan kualitas data, sistem informasi, regulasi, koordinasi, monitoring, evaluasi,
pelaporan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran serta pelayanan

adminstrasi damkar;
Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat dan dunia usaha dalam

pencegahan kebakaran;
Meningkatkan komitmen dan kemitraan masyarakat dan dunia usaha dalam pencegahan

kebakaran;

Meningkatkan inspeksi peralatan perlindungan dan rencana pembangunan akses

perlindungan kebakaran;

Meningkatkan investigasi aksesibilitas pencegahan dan penanggulangan kebakaran;

Meningkatkan penerimaan retribusi pemeriksaan, pengujian, dan penggunaan alat
pemadam kebakaran dan lainnya.
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Kebijakan yang akan dilaksanakan ;

1.

Membangun - dan mengembangkan wilayah manajemen kebakaran (WMK)/Pos

pelayanan damkar Pada daerah berpotensi dan rawan kebakaran serta membentuk
Satlakar/Balakar;
Meningkatkan pelayanan tanggap darurat (respone timerate)15 menit permukiman, 30
menit lahan, 60 menit hutan;

Meningkatkan pendidikan dap latihan bersertifikasi bagi aparatur satuan tugas damkar
sesuai standar kualifikasi;

Meningkatkan jumlah mobil dan/atau mesin damkar di atas 3000-5000 liter pada
WMK/Pos pelayanan damkar;

Meningkatkan mitigasi, sistem peringatan dini dan kesiapsiagaan serta penanggulangan
bencana kebakaran pada pra, saat tanggap darurat, dan pasca;

Meningkatkan disiplin dan rasio Satuan petugas damkar per 5000 penduduk serta diklat
aparatur dan satuan petugas damkar bersertifikasi sesuai standar;

Meningkatkan sarana, prasarana, peralatan, fasilitas penunjang, infrastruktur kota
pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta pemeliharaan;

Meningkatkan kualitas data serta pengembangan sistem informasi dan regulasi,
koordinasi, monitoring, evaluasi, pelaporan pencegahan dan penanggulangan bahaya
kebakaran serta pelayanan adminstrasi damkar;

Meningkatkan pendidikan dan pelatihan kepada masyarakat dan dunia usaha dalam

pencegahan kebakaran;

10.Membangun komitmen dan mengembangkan kemitraan masyarakat dan dunia usaha

dalam pencegahan kebakaran;

11.Meningkatkan inspeksi secara berkala dan menyusun rencana induk system proteksi

kebakaran serta pengembangannya;

12. Meningkatkan investigasi kejadian kebakaran dan kinerjatim (networking);

13.Optimalisasi penerimaan retribusi pemeriksaan, pengujian, dan penggunaan alat

pemadam kebakaran dan lainnya.

34



Tabel T-C. 26

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : TERWUJUDNYA PELAYANAN PENANGGULANGAN BENCANA KEBAKARAN YANG BERKUALITAS (PREVENTIF, RESPONSIF, TANGGAP, CEPAT, DAN TEPAT)
MISI I : Meningkatkan kualitas layanan damkar sesuai SPM \
Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan
1 2 3 4

Meningkatkan akses dan mutu | 1. Peningkatan akses dan mutu 1. Meningkatkan mutu dan profesionalitas SDM 1. Meningkatkan pelayanan Pemadaman,
kualitas layanan damkar kualitas layanan damkar sesuai damkar sesuai standar kualifikasi Penyelamatan dan evakuasi oleh Dinas
sesuai SPM SPM Damkar dan Penyelamatan

2. Meningkatkan SDM Relawan Kebakaran yang 2. Meningkatkan pelayanan penanggulangan

dibina oleh Dinas Damkar kebakaran yang dilakukan oleh Relawan
Kebakaran
3. Meningkatkan efektivitas pelayanan pada saat 3. Meningkatkan layanan Penyelamatan dan

tanggap darurat

Evakuasi pada kondisi membahayakan

\MlSl 11 :Meningkatkan Pelayanan Penanggulangan Bencana Kebakaran dan Penyelamatan
\ Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan f
| 1 2 3 4 |
Meningkatkan perlindungan, 1. Peningkatan pencegahan, 1. Meningkatkan pencegahan, pengendalian, Meningkatkan mitigasi, sistem peringatan
pencegahan dan pengendalian, pemadaman, pemadaman, penyelamatan dan penanganan dini dan kesiapsiagaan serta
penanggulangan serta penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun (B3) kebakaran penanggulangan bencana kebakara pada
pengurangan resiko bahan berbahaya dan beracun pra, saat tanggap darurat, dan pasca
kebakaran (B3) kebakaran
2. Peningkatan kapasitas SDM 2. Meningkatkan rasio dan kualitas satuan petugas Meningkatkan rasio satuan petugas
damkar damkar damkar per 5000 penduduk dan diklat
damkar bersertifikasi
3. Meningkatkan kuantitas, kualitas dan mutu Meningkatkan sarana/peralatan/fasilitas

3. Peningkatan sarana prasarana,
peralatan pencegahan dan
penanggulangan kebakaran serta
pemeliharaan

sarana prasarana, peralatan pencegahan dan
penanggulangan kebakaran serta pemeliharaan

penunjang/infrastruktur kota pencegahan
dan penanggulangan kebakaran serta
pemeliharaan

4. Peningkatan kualitas data,
sistem informasi, serta regulasi
pencegahan dan
penanggulangan bahaya
kebakaran

Meningkatkan kualitas data, sistem informasi,
serta regulasi pencegahan dan penanggulangan
bahaya kebakaran

Meningkatkan kualitas data serta
pengembangan sistem informasi dan
regulasi pencegahan dan penanggulangan
bahaya kebakaran




[MISIIII : Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran \
Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan \
1 2 3 4 \
Meningkatkan pemberdayaan | 1. Peningkatan pemberdayaan 1. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan 1. Meningkatkan pendidikan dan pelatihant
masyarakat dalam masyarakat dan dunia usaha dunia usaha dalam pencegahan kebakaran kepada masyarakat dan dunia usaha dalam
pencegahan kebakaran dalam pencegahan kebakaran pencegahan kebakaran
2. Peningkatan partisipasi aktif 2. Meningkatkan komitmen dan kemitraan 2. Membangun komitmen dan
masyarakat dan dunia usaha masyarakat dan dunia usaha dalam pencegahan mengembangkan kemitraan masyarakat
dalam pencegahan kebakaran kebakaran dan dunia usaha dalam pencegahan
kebakaran
MISIIV : Meningkatkan inspeksi dan investigasi serta sistem proteksi kebakaran [
Tujuan Sasaran Strategi | Kebijakan |
1 2 3 | 4 [
Meningkatkan layanan 1. Peningkatan inspeksi dan 1. Meningkatkan inspeksi peralatan perlindungan 1. Meningkatkan inspeksi secara berkala dan
inspeksi dan investigasi serta pengembangan sistem proteksi dan rencana pembangunan akses perlindungan menyusun rencana induk sistem proteksi
sistem proteksi kebakaran kebakaran kebakaran kebakaran serta pengembangannya
2. Meningkatkan investigasi aksesibilitas 2. Meningkatkan investigasi kejadian
kebakaran dan kinerja tim (networking)

2. Peningkatan investigasi kejadian

kebakaran pencegahan dan penanggulangan kebakaran

3. Meningkatkan penerimaan retribusi 3. Optimalisasi penerimaan retribusi
pemeriksaan, pengujian, penggunaan alat pemeriksaan, pengujian, penggunaan alat
pemadam kebakaran dan lainnya. pemadam kebakaran dan lainnya.

Peningkatan penerimaan
retribusi pemeriksaan,

3. pengujian, penggunaan alat
pemadam kebakaran dan

lainnya.




BAB VI
REN
CANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

encana Strategis : asaré

Renci alegls merupakan cara untuk dapat mencapal suatu tujuan dan sasaran
igunan yang aki

pembangum yang mengandung Komitmen kebijakan yang menunjukkan arah kebijakan,

,rogram dan Kegiatan yang ditetapk:
prog f tapkan untuk mencapal sasaran klnt!fl"y"""‘“"r"k“r'

P X al v y ' ’
program adalah bentuk instrument Kebijakan yang berlsi satu atau lebih keglatan yang

dilaksanakan oleh OPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk

encapai sasaran dan tuju R ’ = s srinaka
mencaj . juan pembangunan dacrah. Program yang ditetapkan merupakan

{ T erada dals ] .
program yang berada dalam lingkup kebijakan sebagaimana dituangkan dalam strategi.
gelanjutnya perlu diidentifikasi y Leanakan pads
Selanjutnya } ikasi dan ditetapkan program-program yang, akan dilaksanakan pada

tahun bersangkutan, dan bagaimana cara mencapai sasaran yang telah ditetapkan.
b H .
Program yang ditetapkan merupakan program strategis dan program prioritas yang saling

terkait dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perencanaan strategis yang
ditetapkan. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa
rogram, dan terdiri dari
nil/sumber daya

beberapa

OPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu p
sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa perso
manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari
atau kesemua jenis sumber dayatersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan
keluaran (output) dan hasil (outcome) dalam bentuk barang/jasa.

Program Prioritas

Program prioritas pembangunan terdiri dari program rutin dan fokus layanan urusan

wajib, urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar pemadam kebakaran dan

penyelamatan yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

2. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan non

kebakaran

Program dan Kegiatan
Kebijakan yang telah ditetapkan perlu ditindaklanjuti melalui program dan Kkegiatan

sebagai berikut :

Sekretariat

A. Program
1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

B. Kegiatan

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
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Penyediaan Gaji dan 'l'uninng"m ASN

Penyedia: ini
yediaan Administras; Pelaksanaan Tugas ASN
sanaan Tugas A

Administrasi U 5
astUmum Prangkay Daerah

Penyediaan Komponep Instalasi Listrik /p
StListrik /I enerangan Bangunan Kantor

Penyediaan pe
ralatan (; )
an dan perlengkapan kantor

Penyediaan bahan Logistik Kantor

I C"yc(li 1an Bary )
« |dl'lg Cetak; {
tclk:ln d:"] p(‘nﬂ”ﬂn(lﬂﬂ“

Penyelengpar: :
yelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Administrasi Kep i
Pegawaian Perangkat Daerah

Pen i i
gadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya

n i ;
Penyediaan Jasa pe"“"lﬂng Urusan Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik

Penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor

Pemeliharaan Barang milik daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan , Pajak dan Perizinan kendaraan
dinas operasional atau lapangan
Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya

Pemeliharaan / Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya

Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Pembinaan

A. Program

1. Program Pencegahan , Penanggulangan |,

Penyelamatan Kebakaran dan

Penyelamatan Non Kebakaran

B. Kegiatan
1. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan bahan

berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah Kabupaten / Kota

Pencegahan Kebakaran dalam daerah Kabupaten / Kota
Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota

Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran

- Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah

Kabupaten/Kota
Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran
Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan

Alat Pelindung Diri
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan
Alat Pelindung Diri
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Penyelen
88araan Keyi
jasam o
Lembaga, dan Kemjt a dan Koordinasi antar daerah Berbatasan, antar

Kebakaran dap Penye

2. Investigasi Kejadjan Keb

raan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan
lamatan Nop Kebakaran

akaran
Investigasi Kejadian Kebakaran
Kejadian Kebakaran

» meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab

Pemberda
yaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran

Pemberdayaan M
melalu S asyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran
elalui Sosialisasi dap Edukasi Masyarakat

Membahayakan Manusja

Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi

Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang
Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia
Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi
Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi

- Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi
Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi

- Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi

Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi

Bidang Sarana dan Pemeliharaan
A. Program

1. Program Pencegahan , Penanggulangan , Penyelamatan Kebakaran dan
Penyelamatan Non Kebakaran

B. Kegiatan
1. Inspeksi peralatan proteksi Kebakaran

Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran

Penilaian Sarana Prasarana Proteksi kebakaran

Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk

masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat

m atau kegiatan.

capaian kinerja suatu progra
gram dan kegiatan tidak terlepas dengan alokasi pendanaan

Dalam melaksanakan pro

yang tersedia, alokasi pendanaan dirumuskan berdasarkan:

1 Pendekatan Kinerja kerangka pengeluaran jangka menengah, serta perencanaan dan

penganggaran terpadu;

2. Kerangka pendanaan dan pagu indikatif
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Tabu T.C27
Fancana Program, Keglaan, idlator K, Kelompok Sasare, i Pandinaan Indikaty
Dinas Pamadam Kabakaran dan Penysiamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Indikator Kinefa Program | - Data Capaian T TgelKioua Program dan Farangia Fendeims
Program dan Keglatan (outcomedan Keglatan | pada Tahun Awa 200
o 204 1028 —
foutput Pora = - - Kondial Kinerj pacts Akl Pecode Ranetrs $kP0 | Ukt K PD
argat
‘ ) Rp Torget Rp Taget Rp Targel R Target o Tt Poanggueg Jewst
v 7 [ 0 n I m - ‘
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Program penunjang Unren Program penunjang
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At ap A
A 100% UL
100% R [Ty T 100% 1.
. o Ta84083 100% .04 100% Rp 0160403
Penysdiomn dous Poosong Urasas | o) o rotzuan Pamarintaben 100% 100% Rp sasssna| o0
Pameciotahan Dewah —
- xcn 20648|  T2lpow LU
A Laporan Paryedam 26| Rl | R W f2pon  |R | 2
Paryadoan Jese Surs Meny.ret = 42 Lapormn f2Laporsn | Rp 1788491 12 Laporan 1R | 12 Laporan X
Surst Menyurst
BB
Laporws Poryacam P R amem| Lo R ML) 12l BRI Rivem
Humish Josa 2436 o
e e fooukes, Komuniasi, Sutcer Deya Avdsn | 12 Laporan 12Lporan | Rp 51600000 | 12 Laporan 58780000 | 12 Laporan "7
Doye A dan Uinrk Listik yang Dissciaksn — ] T
906054 | 12 Laperan MEE0|  T2Lpom
164s1285| 12 Laporan R 180413 12lpom (R a
Ponysdaun Joss Paieraran Urum Jomiah jess ywran umum kaner | 12 Laporan 12lagorsn [ Rp 13595403 | 12 Laporan WEsTI | 12Laporan =
0% 190425480
WAL 100% 24
Posullharsan Porseotaus Pernglhurasn Barmg 30842018 100% Rp 44701080 100% Re .
Peaunjang m::m: Millk Dasah Panunjeng Urusan 100% 100% Rp 20| joom aziorsw 100% . 7
Daerah [Pemaerintahan Desrah
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Tabel .27
Rencana Program, Kegletan, Indikator Kinerje, Kelompok Sasaran, dan Pandanasn Indikatf
Dines Pamadam Kebakaran dan Panyelamatan Kabupalen Tanjung Jabung Barst

—
————
Indikator Kinerja
Program dan Keglatan (ou v KP:::: on::mn ‘h" Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanasn
(outputy Pe 01 2022 2023 2024 l 2028 f 202¢ Lokasl
— |
) Tar
e—————— 5 . e Rp Target Rp Target Rp Target | Rp | T Rp [ Targmt Rp Terget L] |
- [] L] 10 1" 12 13 | 14 i 18 | 18 T 7 10 19 1 2 )i 21 |2
QAN, CAKUPAN PENCEGAILAY,
PENYELAMATAN PL\‘;L\\\lerb\\ak\
DAX LAMATAN KERAKARAN § Tanjung
FENTELAMATAN NON DANPENY FLAMATAN NON 0% a00% Rp 5.859.130.000 100% mp 6.963.618.000 100% 10.888.769.600 100% 100% 11442711482 200% 12.101.837.504 100% £4.008 882 842 [ Jabung
KEBAKARAN KERUARN [
Pemcogahan, Pengendaliag, | | CMipes Femeogaien.
dan Bakan dan.
Bocbubarn dan Berncun | FUmASEAS Bk Burbadays 100% 100% 4973.930.000 100% 6.014.380.
o dan Berscxa Kab Rp p 000 100% .025.848.800 100% 0.804.211 480 100% 100% 11.494.740 501 100% 82118204200
b paten/Keta
Kadupaten, Keta
Juralah Dokumen ASPM
Pencegahan Kebakaan | Pencegahan/Penanggulingsn
dalam Kebakaran Doerah 1 dokumen 1 dokumen | Rp 50000000 | 3Jdokumen | Rp 78250000 [  4dokumen [Rp 5208650000 3 aokumen R 2996630000 | Jackumen | Fp 8506315000 | Jdokumen | Rp 7255046500 | 17 Ookumen |Pp 28273811500
Kabupaten/Keta Kabupatsn/Nota Setmp
Tahuanea
e Jummlah Laporan Hasd
Pengendatan Kebakaran Pelaksanann Kepa
K::.,v.. Perugas Pket dan 200 Laporan 200 Laporen Rp 263.830.000 345 Laporan Ry 545.550.000 363 Laporan Fp $43.350.000 363 Laporan Rp 543350000 | 385 Laporan | Rp 365 530.000 365 Laporan rp 545.350000 | 2033 Leporan | Rp 3.011.600.000
- adaan Kebakaran dalam
Dasrah Kabupaten/Kota - i s
Jumiah Dokumen Hasd
Peroulamatan dan Evaicunai [, Piaanam - 10,000,
Kocban Kobakaran N;T-w-u'-np"‘-“n 265 Dakumen 363 Dokumen | Rp 100.000.000 | 363 Dekumen | Rp 110000000 | 363 Dokumen | Rp 121,000,000 363 Dokumen ”p 132.100.000 | 365 Dokumen | Rp 146.410.000 | 365 Dekumen | Rp 161.031.000 | 2190 Doluman | R T71.561.000
dan Nen Kebakeraa .
Nea
Jumlah Dokumen Hasd
Penanganen Bahan
Becbahiays dan Becmcus "":‘“'““:J"‘:""" Po— Dookumen | Rp | 1dokumen |[Rp 10000000 | 1 dokumen | Rp 11.000.000 1 dokumen Rp 12.100000 | 1coumen | Rp 19310000 | 1dokumen | e 14641000 | Sgekumen | mp 61.080.060
Ke ¢alam Daerat s
Loy Dwebablan B3 caarz Dasrab
Juzmiah Dekusmen Haad
Pelalaansm Kagacan
Standansssi Sermna dan Seandarinst Serena den
Praasrema Prncegahan, Prasaracia Pecagabin. 12 Boxumen 12Dskumen | Rp 460000000 | 13 Doicumen | Rp 500.088.000 | 12 Dokumen | Rp 530,696,800 12 Dakumen ”p 612.366.480 | 12 Dokumen | Rp 073603138 | 12 Dokumen | Rp 740903641 | 12Dokumen |Rp  3AMLTITER
Kebalcaren Kabakarnn dan
dan Alat Peimdung Dint Alst Pelindung Din Secars.
Bericala [Setsep Tahun), Sab, den
Jusmlah Secxna dan Praserane
Pergadaan Sarana &m Untuk Pencegansn dan
Prassreca bakaran ds 5 unst 2 unit Rp 4.100.000.000 2 unn Rp 4.460.000.000 3 unic Rp 2.090.000.000 1uni Rp 2.090.000.000 1 unk Rrp 2.090.000.000 1 unit Rp 2.090.000.000 10 Unit Rp 18.620.600.000
Penangrulengen Kebakarwa |Alat Pekndung Dt yang Sah dan
dan Alat Pelkindung Diri Lagal Sesum Stander Telcus
Terkait
Jumiah Aparseur
Kebalaran Memilic
Peza binasn Apararar e i) 24 0rang 0 orang Rp . 30 orang Rp 300.000.000 30 orang Rp 300,000,000 30 orang. ”p 300.000.000 30 arang Rp 300.000.000 30 arang [ 300.000.000 150 ermng. rp 1,500 000 000
Kabekeray dan Anals Dalem Pencegalen
dan Pecanggulangan Kebakaran
Peryelenggaraan Kefasana
dan Keordinasi mar
e | Teradianys Dokumen Hasd
Lembags, dea dar Xoordinasi antar Dasrah P
Komiresn dilem Bertasasan, antar Lembega, dan| 0 dokumen Ocowmen | Rp -] rdokumen [ Rp 4500000 [ 1 dokumen | Re 4.950.000 1 dokumen Rp 3445000 | 1cokumen | Rp 3989.300 |  1dekumen [ Rp €388.450 | Sdclumen | %p 747
Pur N Kamutraan dalem Pencegahan,
. , Panyelamatan
"""'"""“::‘“" Kebakaran dan Non Kebakaran
Kabakaran
"”""."“"' S i re—— 100% I 100% ’ Rp 792.700.000 , 100% » 502.330.000 100% Rp $15.023.000 100% Rp 891.483.300 100% Rp 205,833,830 1008 Rp 021.197.213 1008 5120360343
Juelth Dekumen yang Memuat
Data
Pondataen Sarera Prassrans | Bangunan ungan X dokous .
Prowekai Kebakarm, mp(;ﬂ:::"h:‘m_ 12 dokumen 12 dokumen | RP 108300000 | 12 dokumen | Rp 19 dokumen | Rp 128.623.000 12 dekumaen Rp 141.485.300 | 12 dokumen | B9 155623830 | 12dokumen | Rp 170197213 | 72 dokumen | ®p 230 169,343
Marzilid Sutern Protakal
Kabakaran
Jumlah Dokumsn yang Memuas
Data
Pealleian Sarana Prasarsns | Bangunian/Gedung/Lingkungan Ry 750, o Y
Protan Kebakaran ;--r:/nmnu'xfxm 12 dolamen 12dokumen | Rp 686400000 | 12 dokumen | Rp 686400000 | 12 dokumen | Rp 686400000 12 dekumen Rp 750000000 | 12dckumen | Rp 750000000| 12dokumen | Rp 000000 72 dokumea | Rp 4.309.200.000
Scandar -
Procakai Kebakaran
Lrvestiges Kejadian Persemtase Lovestignd .000 100% 2.000.000 100% X
r ‘ I_I Kok [ e ———— l —_— ’ 100% l - l 100% " 2.000.000 100% Rp 2.000.000 100% R 1000000| 100w | Rp 2.000. Rp 10.000.000




0 dokumen . 12 dokumen Rp 2000,
000 | 12 dokumen 2.000.000 dokume dokumen okumen
Rp 000. 12 dokumen Rp 2.000.000 12 n Rp 2.000.000 12 Rp 2.000.000 &0 19.000.000
— |
100% Rp
. 100% [ 31.000.000 100%
Rp 31.000,000 100m Rp 31,000,000 100% Rp 31.000.000 100% Rp 31.000.000 100m 181.000.000
Oorang Rp - 100 11.000.000 100 [}
wang Rp orang » 11.000.000 100 orang Rp 11.000.000 100orang | Pp 11,000,000 100 orang Rp 11.000.000 300 orang 33,000,000
Terdentuk dan Terbina Relanan
Pt 2 Pemadam Kebakaran pada 00 oD R 20.000.000 Desa/ K
Dinasn s BiEies Kares 0 | 4 DeeasKaturanan| Rp g 4 Deaa/Keturshan | Rp 20000.000 | 4 Dasa/Kelurah, 000, & 2
o x.u,‘ " — slurahan | Rp 20.000.000 Kebu Rp 20.000.000 | & Deas/Xalurshan | #p 20,000,600 100,000,000
Setixp Tahunnya Buse/Wsburabim Deaa/Kakirshan
Oper
Fencarian dia Pertadeagan Opernal Pescarian dza 112.900.000 100%
tachadsp Kesdisl Pertalonges techadap Koadisl 100% 7™ Rp 92,500.000,00 100% = Re 112.000.000 100% Rp 112,900,000 100% Rp 112.000.000 200% Rp 112.800.000 o 057.000.000
Mamesia Maswsla
Parpuienggarsan Operasi
";:"“" st W, Jumlah Lapersn Haad 2500000
veng Menizmpa. et oot Mo | 12L30@0 12Laponn | Rp 750000000 | 1aLapormn | Rp 3 {flapena | Rp 37000)  2lpen | Rp 1500000 12Laporan | Rp 375000| 1 laporn | Rp 3150000| 72 Leporna 2800000
Nembahsmymkan, dan/atau e Nariea
Kssalzmatan Manusia
. dan [Humish Dokumen yaog Memuat
Prasecana Pencarian Kapan Kebutuhan Jenia Sarana
. g.::..m nnlu‘.-k Peocanan - . 2coumen | Rp 35,000,000 12 dokumen | Rp 40.000.000 12dekumen | Rp 40.000,000 12 dokumen Rp 40.000.000 | 12 dokumen | Rp 40.000.000 | 12 dokumen | Rp 42000000 | 72 dokcumen 233000000
Membaha akan " n
Manusia/ LY Iyt
Evakuasi yang Sesus Standar
Jumiah Sersna dan Presarana
Prasarea Pencarian dan | Y5 i R 20000 s wn
o s 120.000.000
dus Pertolongss Techadep 20,000,000 5 unit Rp 20.000.000 5 unit P 000,000 untt Rp 20.000.000 Sunt Rp 20000000 Sunt Rp 20.000.000 £ I
Pertolongun techadap Koodiai | 0 i) ype hahayakan 3Jum Sunit Rp
Messbabayvakan Manueria/Penyalazaten dea
Manusia/Peyelamatan dan | ooy ;i Sepun dengan Stendar,
Evakuesi Teicus
s Jumlah Laporsn Hasd ”.
Proarian o Parmlongan | TeErm Aparetur 15400000 |  12Lsporan | Rp 15.400.000 12 Laporan Rp 15400.000| 12Laporan | Rp 15.400000|  12Lsporan | Rp 15400000 | 80 Luporan 000,000
d-w.? dan Perscicogen Terhadsp 2Laporan olaperan | Re -| 12tsporan | Rp
Kond:si Mex bakayskan
Membahayalcan Manusia/ |y iy Penyelamatan dan
Penyelamatan dac EVRCUAR] | gy oy cang Sah da Lagal
Rp 8859.130.000,00 Rp 5.963 610.000 Rp  10.836.780.800 Rp___ 10732590.780 TRp 11,4271 458




BAB VIII

PENUTUP
bupaten
Rancangan Akhir Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabup
. is yang
Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan strategis ¥

g angat
mengacu kepada RPJPD dan RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 2026, sang

i i jatan.
diperlukan sebagai sarana untuk mengimplementasikan program-program dan kegl

1 oleh kesamaan visi, m
a menciptakan

n tetap

. . ijsi dan
Keberhasilan pelaksanaan Renstra sangat ditentukar

keterpaduan serta komunikasi secara manajemen dan teknis dalam upay
gan tugas dan fungsi dengd

memperhatikan asas kewenangan, efisiensi, efektivitas, aksesibilitas aspirasi masyarakat.
f, tentunya

g bersifat strategis dan indikati

sinergisitas perencanaan yang strategis sesuai den

Sebagai suatu dokumen perencanaan yan

karan dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung

Rancangan Akhir Renstra Dinas Pemadam Keba

Jabung Barat Tahun 2021-2026 ini dapat dijadikan pedoman bagi segenap jajaran un
nalkan program-program dan kegiatan p

it kerja

dalam menentukan, menyusun, mengoperasio rioritas

pelayanan masyarakat serta Rancangan Akhir Renstra ini transparan untuk

i dengan perkembangan situasi dan kondisi daerah di

penyempurnaan dan penyesuaian, sesua

masa mendatang.
Demikian Rancangan Akhir Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 ini disusun sebagai bahan rujukan dalam

pemantapan kebijakan dan perumusan program dan kegiatan dalam kurun waktu lima tahun

2021-2026.

Kuala Tungkal, 2021
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